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A. DATA-DATA

Nama OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
SUMATERA BARAT

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Program : Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup

Lokasi Kegiatan : Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Payakumbuh,
Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang
Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten
Solok Selatan, Kota Pariaman, Kabupaten Agam,
Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar,
Kabupaten Pasaman

Nama Kegiatan : Penilaian Kinerja Pengelolaan Usaha dan/atau
Kegiatan Daerah (Properda)

Pengguna Anggaran :
Nama : Ir. Siti Aisyah, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang

KPA :
Nama : Teguh Ariefianto, ST
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan

Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang

PPTK :
Nama : M. Arief Noviady, ST, M.Si
Jabatan : Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang

Bendahara :
Nama : Handri, A.Md
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang
Tanggal Penerbitan DPA : Januari 2019
Jumlah Dana : Rp. 72.669.000,-
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Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan : Mendorong usaha dan/atau kegiatan di Provinsi Sumatera Barat untuk
mentaati peraturan di bidang lingkungan hidup dan ketentuan dan
persyaratan dalam izin melalui mekanisme insentif dan disinsentif
reputasi.

Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau
kegiatan yang menjadi objek penilaian (rumah sakit, hotel,
pertambangan, energi, dan agroindustri).

B. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN

Pengguna Anggaran

Ir. Siti Aisyah, M.Si

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kuasa Pengguna Anggaran
Teguh Ariefianto, ST
Kabid P2KLPHL

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

M. Arief Noviady, ST, M.Si

Pelaksana Kegiatan PROPERDA:
- Dewan PROPERDA
- Tim Teknis PROPERDA
- Sekretariat PROPERDA
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C. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

5 2 BELANJA LANGSUNG 72,669,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 72,669,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 9,425,700

5 2 2 01 0001 Belanja Alat Tulis kantor 2,610,500
5 2 2 01 0006 Belanja Bahan Bakar Minyak 3,765,200

5 2 2 01 10 Belanja Seminar Kit Peserta 2,000,000

5 2 2 01 0011 Belanja Penghargaan 450,000

5 2 2 01 12 Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis 600,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 8,670,000
5 2 2 03 0012 Belanja Jasa Laboratorium 5,420,000

5 2 2 03 0035 Belanja jasa tenagaahli/instruktur/narasumber 2,250,000

5 2 2 03 0035 Belanja Jasa Moderator 1,000,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2,233,300
5 2 2 06 0002 Belanja Penggandaan 2,233,300

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 7,540,000

5 2 2 11 0002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,460,000
5 2 2 11 0004 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 44,800,000
5 2 2 15 0001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44,800,000
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D. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 72.669.000,-
Keluaran Jumlah objek kegiatan yang dinilai

kinerja pengelolaan lingkungan
hidupnya

13 Objek Kriteria
Daerah

Hasil Persentase penurunan beban
pencemaran dan kerusakan
lingkungan

10%

Kelompok Sasaran Usaha dan/atau kegiatan yang bergerak di bidang :
rumah sakit, hotel, pertambangan, energi, dan
agroindustri,







0

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan
Usaha/Kegiatan Daerah (PROPERDA)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI SUMATERA BARAT
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 72 Undang-Undang

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin

lingkungan.

maka Gubernur Sumatera Barat melalui instansi lingkungan

hidup berkewajiban melaksanakan pengawasan kepada semua

usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya dikeluarkan

oleh Gubernur. Pelaksanaan pengawasan ini dimaksudkan

untuk menentukan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban

sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta

persyaratan dalam izin.

Salah satu bentuk pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui

program penilaian peringkat kinerja pengelolaan lingkungan

hidup usaha dan/atau kegiatan (PROPER) Daerah. PROPERDA

ini mengadopsi program PROPER yang sudah dilaksanakan di

tingkat nasional, dimana hasil penilaian PROPERDA ini akan

dinyatakan dalam peringkat kinerja pengelolaan lingkungan

usaha dan/atau kegiatan dengan peringkat berupa: HITAM,

MERAH, BIRU, HIJAU, dan EMAS.

Pemberian peringkat ini merupakan salah satu bentuk insentif

dan disinsentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada

pemilik usaha dan/atau kegiatan, dimana usaha dan/atau
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kegiatan yang taat akan diberikan apresiasi dengan peringkat

BIRU, usaha dan kegiatan yang melebihi standar ketaatan dapat

diberikan peringkat HIJAU bahkan EMAS. Sedangkan bagi

usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat terhadap kewajibannya

dalam pengelolaan lingkungan akan diberikan disinsentif

reputasi berupa peringkat MERAH bahkan juga bisa diberi

peringkat HITAM untuk pelanggaran yang tidak bisa ditolerir.

Dari hasil pelaksanaan Proper selama 11 (sebelas) tahun

terakhir, terdapat usaha dan/atau kegiatan objek PROPERDA

yang kinerja pengelolaan lingkungan taat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan serta persyaratan

dalam izin maupun yang tidak taat. Bagi usaha dan/atau

kegiatan yang telah mendapat peringkat BIRU beberapa kali,

maka keikutsertaaannya dapat diusulkan menjadi objek Proper

Nasional, sedangkan usaha dan/atau kegiatan yang belum

memperlihatkan upaya pengelolaan lingkugan yang sesuai dan

taat dengan perundang-undangan tetap dilakukan pembinaan

dan pengawasan yang intensif ataupun upaya penegakan

hukum lingkungan.

Dengan pertimbangan bahwa PROPERDA adalah suatu upaya

dalam meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan kegiatan

melalui pentaatan terhadap ketentuan dari aturan yang berlaku,

maka Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat memandang

perlu kegiatan ini tetap dilanjutkan pada tahun 2019, hal ini

dimaksudkan agar usaha dan/atau kegiatan di Provinsi

Sumatera Barat lebih terpacu untuk meningkatkan upaya

pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Hasil dari penilaian

PROPERDA ini akan dipublikasikan, sebagai salah satu bentuk

insentif dan disinsentif reputasi bagi usaha dan/atau kegiatan

objek PROPERDA.
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1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Kegiatan PROPERDA dilaksanakan dengan maksud sebagai

salah satu bentuk implementasi kewajiban Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban usaha

dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan serta ketentuan dan persyaratan dalam perizinan di

bidang lingkungan hidup.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong usaha

dan/atau kegiatan di Provinsi Sumatera Barat mentaati

peraturan di bidang lingkungan hidup dan ketentuan dan

persyaratan dalam izin melalui mekanisme insentif dan

disinsentif reputasi.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan PROPERDA ini

adalah terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan

lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek

penilaian (rumah sakit, hotel, energi, pertambangan, dan

agroindustri).

1.3. Manfaat

Manfaat dari kegiatan PROPERDA adalah meningkatnya kualitas

lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat dengan adanya

penurunan beban pencemaran dan potensi kerusakan yang

ditimbulkan oleh usaha/kegiatan berupa aspek pengendalian

pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengendalian

kerusakan lahan, dan pengelolaan limbah B3.
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1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang

Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan

dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.56/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan

Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
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12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku

Mutu Air Limbah Domestik;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14

Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16

Tahun 2018 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

16. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2019;

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan

Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
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BAB II
RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI

2.1. Keluaran Kegiatan (Output)

Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan

Usaha/Kegiatan Daerah (PROPERDA) dilaksanakan dengan

keluaran berupa Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja

pengelolaan lingkungan hidupnya sebanyak 13 objek. Hasil

penilaian dinyatakan dalam bentuk peringkat kinerja pengelolaan

lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan dimana usaha

dan/atau kegiatan yang taat diberikan peringkat BIRU,

sedangkan usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat diberikan

peringkat MERAH atau HITAM.

2.2.Hasil Kegiatan (Outcome)

Hasil kegiatan ini diukur berdasarkan capaian penurunan beban

pencemaran lingkungan yang dihasilkan berdasarkan

peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan usaha dan/atau

kegiatan dibandingkan dengan kondisi periode penilaian tahun

sebelumnya.

2.3.Tahapan Pelaksanaan PROPERDA

Penilaian PROPERDA ini dilaksanakan dengan mengadopsi

tahapan penilaian PROPER nasional, dimana rentang waktu

penilaian dari bulan Juli sampai dengan Juni yang dimulai

dengan Semester II tahun sebelumnya sampai dengan Semester I

tahun berjalan.

Penilaian PROPERDA ini dilaksanakan melalui 3 tahapan utama

antara lain sebagai berikut :

1.Persiapan;

2.Penilaian;

3.Pemeringkatan Penaatan.
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Tahapan-tahapan ini secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Tahapan Pelaksanaan Pengawasan PROPERDA

2.3.1 Persiapan
Tahap persiapan pada dasarnya adalah persiapan untuk

melaksanakan kegiatan PROPERDA. Perangkat lunak seperti

Kriteria Penilaian, Usaha dan/atau Kegiatan yang akan

ditetapkan menjadi objek PROPERDA, Sumber daya manusia

yang akan melaksanakan PROPERDA perlu disiapkan agar

pelaksanaannya dengan target dan jadwal yang ditetapkan.

Adapun langkah-langkah tahap persiapan antara lain sebagai

berikut :

A. Penyusunan Tim Pelaksana

Tahap pertama dalam persiapan pelaksanaan PROPERDA adalah

melakukan penyusunan Dewan Pertimbangan, Tim Teknis, dan

Sekretariat PROPERDA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

mengajukan susunan Dewan Pertimbangan dan Tim Teknis

PROPERDA yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan

Gubernur Sumatera Barat dalam suatu susunan keanggotaan

sebagai berikut:
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Tabel 2.1 Tim Pelaksana Kegiatan PROPERDA

No JABATAN/INSTANSI KEDUDUKAN
DALAM TIM

A Dewan Pertimbangan PROPERDA
1 Gubernur Sumatera Barat Pelindung

2 Wakil Gubernur Sumatera Barat Pembina

3 Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ketua

4 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera
Barat

Sekretaris

5 Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
sesuai lokasi objek yang dinilai

Anggota

6 Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Barat/ instansi/Asosiasi terkait (sesuai
dengan sektor usaha dan/atau kegiatan yang dinilai)

Anggota

B Tim Teknis PROPERDA
1 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera

Barat
Ketua

2 Kepala Bidang yang menangani pengawasan
lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat

Sekretaris

3 Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Sumatera Barat

Anggota

4 Para Kepala Seksi di Lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Sumatera Barat

Anggota

5 Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah di
Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat

Anggota

6 Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Anggota

7 Unsur Dinas terkait sesuai usaha dan/atau Kegiatan
yang dinilai

Anggota

8 Unsur Laboratorium penguji kualitas lingkungan Anggota

9 Unsur Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Anggota

C Sekretariat
1 Kepala Seksi yang menangani kegiatan PROPERDA Ketua

2 Staf di Bidang yang Menangani Pengawasan di Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Anggota

Tim sebagaimana tersebut di atas ditetapkan melalui Surat

Keputusan Gubernur untuk setiap periode penilaian.



Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Kegiatan PROPERDA Tahun 2019 9

B. Penetapan Objek

Objek usaha dan/atau kegiatan yang akan dinilai dalam

pelaksanaan kegiatan PROPERDA setiap periode penilaian

ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Instansi Lingkungan

Hidup Provinsi Sumatera Barat. Adapun penunjukan usaha

dan/atau kegiatan yang akan menjadi objek PROPERDA ini dapat

berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Permintaan dari Pemerintah Pusat/ Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan;

2. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin

usaha diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

3. Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dapat

mengusulkan usaha dan/atau kegiatan yang izin

lingkungannya diterbitkan oleh bupati/walikota;

4. Usaha dan/atau kegiatan milik/yang dikelola oleh

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

5. Usaha dan/atau kegiatan secara sukarela dapat mengajukan

diri untuk mengikuti program penilaian PROPERDA dengan

menyampaikan permohonan tertulis ke Instansi Lingkungan

Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Usaha dan/atau kegiatan dimaksud merupakan kegiatan yang

signifikan dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap

lingkungan hidup berupa pencemaran dan kerusakan, dan tidak

menjadi objek penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja

Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) Nasional.

Adapun objek PROPERDA tahun 2018 yang juga akan menjadi

objek penilaian tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. RSUD Lubuk Basung

2. RSUD Ali Hanafiah

3. RSUD Sijunjung

4. RSUD Pariaman

5. RSUD Adnan WD
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6. RS Achmad Mochtar

7. RS Siti Rahmah

8. Hotel Pangeran Beach

9. RS Semen Padang

10. RSUD Solok

11. RSIA Permata Bunda

12. RSUD Kota Padang Panjang

13. Hotel Mercure Padang

Terhadap semua objek yang akan dinilai akan ditetapkan melalui

Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Sumatera Barat.

C. Peningkatan Kapasitas Tim Teknis

Dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan PROPERDA, maka

sumber daya manusia pelaksana harus memenuhi persyaratan

kompetensi yang standar. Guna meningkatkan standar

kompetensi tim teknis dapat dilaksanaan peningkatan kapasitas

Tim Teknis PROPERDA. Pelaksanaan peningkatan kapasitas Tim

Teknis dilakukan dalam rentang waktu Triwulan I.

D. Sosialisasi

Sosialisasi PROPERDA kepada Usaha dan/atau Kegiatan dalam

rangka menginformasikan keikutsertaan dan kriteria penilaian

serta mekanisme PROPERDA dengan ketentuan :

1.Sekretariat PROPERDA mengundang Usaha dan/atau Kegiatan

peserta PROPERDA yang telah ditetapkan.

2.Pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada Triwulan I.

3.Pelaksanaan Sosialisasi menggunakan narasumber dari Tim

Teknis PROPERDA/Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Daerah (PPLHD).

4.Materi Sosialisasi terkait kriteria yang dinilai dalam PROPERDA
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yaitu Dokumen Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air,

Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Kerusakan lahan, dan

Pengelolaan Sampah.

5.Sekretariat PROPERDA mendokumentasikan jumlah dan

kehadiran/absensi Usaha dan/atau Kegiatan yang memperoleh

sosialisasi, peserta sosialisasi dan menyelesaikan laporan

pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Sekretariat PROPERDA dapat melaksanakan sosialisasi kepada

pemangku kepentingan lain dalam rangka mendukung

pelaksanaan PROPERDA melalui berbagai metode seperti

pencetakan dan penyebaran leaflet dan booklet, seminar dan

workshop, serta kegiatan melibatkan media massa.

E. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder bertujuan mengumpulkan informasi

awal, yang digunakan untuk menyusun strategi inspeksi

lapangan. Persiapan yang baik dengan informasi awal yang

lengkap merupakan faktor penentu utama pelaksanaan inspeksi

yang efektif dan efisien.

Pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Objek dan atau Kegiatan Wajib menyerahkan data laporan

Pemantauan Kualitas Lingkungan Semester II Tahun

sebelumnya minimal sebelum Triwulan II tahun berjalan.

2. Petugas Inspeksi PROPERDA mengumpulkan data awal berupa :

a. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPERDA dan Hasil

Evaluasi Kinerja Penaatan PROPERDA bagi Usaha

dan/atau Kegiatan yang telah diperingkat periode

penilaian sebelumnya;
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b. Laporan Pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL;

c. Laporan Pelaksanaan Izin Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (IPPLH); dan

d. Profil Usaha dan/atau Kegiatan yang memuat informasi

dasar seperti nama dan alamat perusahaan, kapasitas

produksi atau jasa, proses produksi atau jasa, upaya

pengendalian penemaran yang dilakukan dan upaya

penanganan Limbah B3.

3. Petugas Inspeksi PROPERDA Provinsi dapat mengumpulkan

data dengan menyampaikan format evaluasi mandiri

pengelolaan dan pemantauan lingkungan usaha dan/atau

kegiatan/formulir self assesement (soft copy/hard copy) untuk

diisi oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam

rentang waktu April - Juni Tahun berjalan, untuk selanjutnya

diserahkan kembali kepada sekretariat PROPERDA.

Keluaran dari kegiatan pengumpulan data sekunder ini adalah

berupa riwayat pentaatan hukum lingkungan masing-masing

usaha dan/atau kegiatan, dan daftar isian formulir evaluasi

mandiri (self assessment) yang telah diisi oleh penanggungjawab

usaha dan/atau kegiatan.

2.3.2 Penilaian
Penilaian PROPERDA dilaksanakan melalui 2 mekanisme antara

lain penilaian langsung, dan penilaian tidak langsung. Untuk

lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penilaian Langsung

Dalam rangka pengambilan data sekunder dan primer Petugas

Inspeksi PROPERDA dapat melakukan inspeksi lapangan dengan

ketentuan:
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1. Inspeksi lapangan dilakukan terhadap pengelolaan

lingkungan yang terdiri atas :

Pengawasan Aspek Dokumen/Izin Lingkungan, Pengendalian

Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara dan

Pengelolaan Limbah B3 serta pengendalian kerusakan

lingkungan (khusus kegiatan pertambangan);

2. Tim inspeksi ditetapkan sesuai Surat Tugas Kepala Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi.

3. Tim Inspeksi lapangan harus dilengkapi dengan surat tugas

dengan ketentuan:

a.Nama petugas tim teknis lapangan harus sesuai dengan

yang tercantum dalam SK Tim Teknis PROPERDA.

b.Nama petugas yang menandatangani Berita Acara Hasil

Pengawasan PROPERDA harus sesuai dengan nama yang

tercantum dalam surat tugas.

4. Pelaksanaan inspeksi yang dilakukan harus mengacu pada

mekanisme dan kriteria PROPERDA.

5. Pelaksanaan inspeksi dilaksanakan pada Triwulan II sampai

dengan Triwulan III tahun berjalan.

6. Pengujian sampel air limbah wajib dilakukan oleh

laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium yang

ditunjuk oleh Gubernur.

7. Lokasi pengambilan sampel air limbah dilakukan pada titik

penaatan dan lokasi tertentu yang membutuhkan pengukuran

kualitas lingkungan sebagai data primer tim inspeksi.

8. Seluruh biaya pelaksanaan inspeksi dibebankan kepada

APBD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
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B. Penilaian Tidak Langsung

Sebagaimana pelaksanaan pengawasan pengelolaan lingkungan

hidup pada umumnya, penilaian PROPERDA dapat menggunakan

metode pengawasan tidak langsung. Penilaian tidak langsung ini

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penilaian tidak langsung dilakukan Triwulan II

dan Triwulan III tahun berjalan;

2. Tim Teknis PROPERDA melakukan evaluasi terhadap

dokumen laporan dan dokumen evaluasi mandiri (self

assessment) yang disampaikan oleh objek PROPERDA;

3. Tim Teknis PROPERDA dapat mengundang penanggungjawab

usaha dan/atau kegiatan untuk memaparkan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan yang dilakukan;

4. Undangan pemaparan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan sebagaimana point 2 wajib dipenuhi oleh objek

PROPERDA. Bagi objek yang tidak memenuhi undangan

pemaparan tersebut maksimal hanya boleh diberi peringkat

MERAH;

5. Data dan informasi yang harus disampaikan oleh

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam paparan

tersebut adalah semua kewajiban pengelolaan dan

pemantauan lingkungan sesuai dengan jenis kegiatannya, dan

subtansi dokumen evaluasi mandiri yang sudah disampaikan

kepada Sekretariat PROPERDA.

C. Penyusunan Berita Acara

1. Pada akhir penilaian langsung dan tidak langsung harus

disusun Berita Acara Hasil Pengawasan PROPERDA, yang

didalamnya paling tidak memuat informasi :

a. Halaman Berita Acara Pengawasan;

b. Informasi umum usaha dan atau kegiatan yang dinilai;
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c. Temuan atau fakta lapangan memuat :

1) Kinerja pelaksanaan kewajiban sesuai dengan

Dokumen/Izin Lingkungan;

2) Kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran air

dan data perhitungan beban pencemaran air;

3) Kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran

udara dan data perhitungan beban pencemaran udara;

4) Kinerja penaatan pengendalian pencemaran air dan

udara dihitung berdasarkan matriks penaatan;

5) Kinerja penaatan pengelolaan Limbah B3;

6) Kinerja pengelolaan sampah;

7) Kinerja penaatan dalam pengendalian

kerusakan lingkungan (khusus untuk

kegiatan pertambangan).

d. Data pendukung temuan atau fakta lapangan :

1) Foto-foto hasil pengawasan lapangan (khusus untuk

objek penilaian langsung);

2) Lampiran data Swa Pantau yang dilaporkan usaha

dan atau kegiatan yang dinilai;

3) Lampiran hasil Pengisian Daftar Isian penilaian

Pengelolaan Limbah B3;

4) Lampiran hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian

Kriteria Potensi Kerusakan Lahan (khusus untuk

kegiatan pertambangan).

2. Pengendalian pencemaran air dan udara dihitung

berdasarkan matriks penaatan.

3. Jika Usaha dan/atau Kegiatan menolak untuk dilakukan

pengawasan langsung, Tim Inspeksi Lapangan wajib

membuat Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPERDA

4. Sekretariat PROPERDA wajib mendokumentasikan secara

sistematis Berita Acara Hasil Pengawasan PROPERDA dan
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Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPERDA dalam

bentuk data elektronik (scan) selain tetap

mendokumentasikan berkas dalam bentuk manual (hard

copy).

Output kegiatan:

1) Berita Acara Hasil Pengawasan PROPERDA atau Berita

Acara Penolakan Pengawasan PROPERDA;

2) Foto-foto hasil pengawasan lapangan;

3) Data Swapantau (dalam form berita acara) yang

dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang dinilai;

4) Data hasil pengambilan sampel oleh instansi lingkungan

hidup daerah;

5) Hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah

B3;

6) Hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi

Kerusakan Lahan;

7) Data Perhitungan Beban Pencemaran.

D. Penyusunan Laporan Inspeksi

Laporan inspeksi adalah laporan Tim Inspeksi lapangan (khusus

penilaian langsung) kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup

Provinsi Sumatera Barat terkait dengan hasil pengawasan.

sehingga Kepala Instansi Lingkungan Hidup dapat segera

mengambil tindakan jika ditemukan hasil pengawasan yang

berpotensi atau telah melanggar peraturan lingkungan hidup dan

berpotensi atau telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan

kerusakan lingkungan.

Pada setiap akhir kunjungan inspeksi lapangan, petugas inspeksi

wajib menyelesaikan laporan inspeksi berupa ringkasan ketaatan

Usaha dan/atau Kegiatan dalam aspek pengendalian pencemaran
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air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan Limbah B3,

dan pengendalian kerusakan lingkungan (khusus kegiatan

pertambangan) serta hal-hal yang perlu mendapat perhatian.

Laporan inspeksi wajib didokumentasikan oleh Sekretariat

PROPERDA secara sistematis sehingga mudah ditelusuri.

Keluaran dari penyusunan laporan inspeksi ini adalah berupa

dokumentasi laporan penilaian langsung.

2.3.3 Pemeringkatan
A. Penyusunan Raport Sementara

Langkah pertama untuk pemeringkatan adalah penyusunan

Rapor Sementara. Pada tahapan ini sebenarnya adalah tahapan

untuk memutakhirkan Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan

PROPERDA Sementara dengan memasukkan data-data

pemantauan dan neraca Limbah B3 yang terbaru. Adapun

pelaksanaan penyusunan Rapor Sementara dilakukan dengan

ketentuan :

1. Tim Teknis PROPERDA wajib menyelesaikan Rapor Sementara

berdasarkan Berita Acara Hasil Pengawasan PROPERDA, foto-

foto hasil pengawasan lapangan, Data Swapantau yang

dilaporkan perusahaan, Data hasil pengambilan sampel oleh

instansi lingkungan hidup, Hasil Pengisian Daftar Isian

penilaian Pengelolaan Limbah B3, Hasil Pengisian Daftar Isian

Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan dan perbaikan

yang telah dilakukan Usaha dan/atau Kegiatan dalam bentuk

form Isian umum, Pengendalian Pencemaran Air, udara,

dokumen/izin lingkungan, pengelolaan sampah, dan

Pengelolaan Limbah B3.

2.Rapor Sementara adalah penilaian sementara kinerja

pengelolaan lingkungan aspek Pengendalian Pencemaran Air,

Pengendalian Pencemaran Udara, Dokumen/izin lingkungan,
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Pengelolaan Limbah B3, pengelolaan sampah, dan

pengendalian kerusakan lahan (khusus kegiatan pertambangan)

sesuai dengan kriteria penilaian PROPERDA.

3.Format Rapor Sementara yang memuat kinerja Usaha

dan/atau Kegiatan dalam pengendalian pencemaran air, udara

dan Limbah B3 serta pengendalian kerusakan lingkungan

(khusus kegiatan pertambangan) mengacu pada :

a. Format Rapor Sementara yang ditetapkan oleh Tim Teknis;

b. Dihitung dengan menggunakan matrik pengendalian

pencemaran air dan udara sesuai lampiran B, dan

pengelolaan Limbah B3.

4. Tim Teknis PROPERDA kemudian menyusun status

penaatan/peringkat awal Usaha dan/atau Kegiatan yang

merupakan hasil rekapitulasi dari Rapor Sementara.

Keluaran dari kegiatan penyusunan Raport Sementara ini adalah

berupa:

1) Kumpulan Hasil Inspeksi.

2) Rapor Sementara hasil evaluasi pengawasan kinerja

penaatan PROPERDA;

3) Rekapitulasi status penaatan;

4) Berita Acara Rapat Penyusunan Peringkat Sementara;

5) Surat penyampaian status penaatan usaha dan atau

kegiatan yang dinilai dan peringkat awal usaha dan atau

kegiatan.

B. Penyerahan Raport Sementara
Setelah Rapor Sementara ditetapkan, langkah selanjutnya adalah

menyampaikan Rapor tersebut kepada Usaha dan/atau

Kegiatanuntuk memperoleh tanggapan. Langkah langkah untuk

memberitahukan hasil peringkat sementara adalah sebagai

berikut :
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1. Sekretariat PROPERDA menyampaikan secara tertulis hasil

status sementara penaatan Usaha dan/atau Kegiatan beserta

Rapor Sementara kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup

Provinsi Sumatera Barat pada bulan September.

2. Rapor Sementara disampaikan kepada Usaha dan/atau

Kegiatan pada akhir Triwulan III tahun berjalan.

3. Pemberitahuan peringkat sementara secara tertulis ke Usaha

dan/atau Kegiatan dilakukan melalui surat Kepala Instansi

Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

C. Sanggahan
Dalam rangka menciptakan keadilan dalam pelaksanaan

PROPERDA, Usaha dan/atau Kegiatan yang dinilai diberi

kesempatan untuk menyampaikan sanggahan terhadap hasil

penilaian peringkat kinerja sementara. Langkah-langkah untuk

menampung dan menanggapi sanggahan Usaha dan/atau

Kegiatana dalah sebagai berikut :

1. Sekretariat dan Tim Teknis PROPERDA menerima sanggahan

tertulis dari usaha dan/atau Kegiatan pada akhir Triwulan III

tahun berjalan.

Sanggahan ini harus dalam bentuk tertulis yang diantar

langsung ataupun dikirim melalui fax dan pos untuk

selanjutnya mendapat bukti tanda terima dokumen sanggah.

Apabila tidak ada sanggahan dalam jangka waktu 2 minggu

setelah pemberitahuan hasil peringkat sementara maka Usaha

dan/atau Kegiatan dianggap menerima hasil Peringkat Kinerja

Sementara dan Rapor Kinerja Sementara.

2. Tim Teknis PROPERDA melakukan evaluasi terhadap dokumen

sanggahan pada bulan akhir Triwulan III. Hasil evaluasi

dokumen sanggahan didiskusikan di tingkat Tim Teknis

PROPERDA untuk menyepakati usulan peringkat akhir pada

bulan awal Triwulan IV tahun berjalan.
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3. Perbaikan peringkat Usaha dan/atau Kegiatan hanya dapat

dilakukan jika :

a. Terdapat kesalahan data yang dimasukkan kedalam Rapor

sementara oleh Tim Pelaksana PROPERDA Provinsi;

b.Melengkapi data yang masih belum dimasukkan oleh Tim

Pelaksana PROPERDA Provinsi.

4. Jika terdapat sanggahan yang tidak berkaitan dengan

ketentuan angka 3, maka wajib didiskusikan dengan Ketua Tim

Teknis PROPERDA untuk menentukan perlu atau tidaknya

perubahan peringkat perusahaan.

D. Review Sanggahan dan Penyusunan Raport Akhir
Review terhadap sanggahan yang disampaikan oleh objek

PROPER dilakukan oleh Dewan Pertimbangan PROPERDA.

Adapun langkah-langkah review hasil sanggahan adalah sebagai

berikut :

1. Dewan pertimbangan melakukan review terhadap usulan

peringkat akhir Perusahaan yang disampaikan oleh Tim Teknis

PROPERDA;

2. Dalam melakukan review terhadap usulan peringkat akhir

Perusahaan, Dewan Pertimbangan dapat melakukan verifikasi
langsung ke Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan.

Ketua Tim Teknis menetapkan daftar usulan peringkat akhir

PROPERDA, daftar kandidat Hijau dan Emas PROPERDA dari

hasil review Dewan Pertimbangan PROPERDA.

Tim Teknis menyusun Raport Akhir hasil penilaian PROPERDA

untuk semua objek berdasarkan daftar usulan peringkat akhir

PROPERDA yang ditetapkan oleh Ketua Tim Teknis.
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E. Penetapan Peringkat Final
Peringkat final hasil penilaian PROPERDA disampaikan kepada

Gubernur Sumatera Barat untuk ditetapkan melalui Surat

Keputusan Gubernur.

Peringkat final yang sudah ditetapkan oleh Gubernur

disampaikan kepada objek PROPERDA pada akhir Triwulan IV

tahun berjalan.

Peringkat usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan

lingkungan akan ditentukan dalam peringkat warna yang

mencerminkan kinerja dari masing-masing kegiatan , yaitu warna

emas, hijau, biru, merah dan hitam.

Peringkat Emas. Untuk usaha dan atau kegiatan yang

telah secara konsisten menunjukkan keunggulan

lingkungan (environmental excellent) dalam proses

produksi dan/atau jasa melaksanakan bisnis yang

beretika dan bertanggungkawab terhadap masyarakat

Peringkat Hijau. Untuk usaha dan atau kegiatan yang

telah melakuan pengelolaan lingkungan lebih dari yang

dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance)

melalui pelaksanaan system pengelolaan lingkungan,

pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya

4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery) dan melakukan

upaya tanggung jawab social (CSR) dengan baik

Peringkat Biru. Untuk usaha dan atau kegiatan yang

telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang

dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau

perauran perundang-undangan yang berlaku

Peringkat merah, upaya pengelolaan yang dilakukan

belum sesuai dengan ketentuan persyaratan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
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undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi

administrasi.

Peringkat Hitam, untuk usaha dan atau kegiatan yang

sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang

mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku atau tidak

melaksanakan sanksi adminstrasi.

2.3.4 Kriteria Penilaian
Kriteria penilaian ketaatan usaha dan/atau kegiatan melalui Program

PROPERDA ini pada prinsipnya mengadopsi semua peraturan

perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, dan persyaratan

dan ketentuan dalam izin lingkungan maupun izin perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup.

Secara garis besar kriteria penilaian POPER Daerah ini mencakup

ketaatan objek usaha dan/atau kegiatan terhadap:

1. Izin lingkungan/AMDAL/UKL-UPL;

2. Pengendalian Pencemaran Air;

3. Pengendalian Pencemaran Udara;

4. Pengelolaan Limbah B3;

5. Pengendalian Kerusakan Lahan;

6. Pengelolaan Sampah; dan

7. Pemanfaatan air tanah.
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Secara rinci masing-masing kriteria penilaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

I. PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN/AMDAL ATAU UKL/UPL
Tabel 4.1 Kriteria Penilaian Izin/Dokumen Lingkungan

No ASPEK
PERINGKAT

BIRU MERAH HITAM

1 Pelaksanaan
AMDAL/ UKL-
UPL/ DPL/
DPPL/DELH/
DPLH (dokumen
kelola lingkungan)

1. Memiliki dokumen
lingkungan/izin lingkungan;

2. Melaksanakan ketentuan
dalam dokumen
lingkungan/izin lingkungan:
a. Luasan area dan

kapasitas produksi
masih sesuai Dokumen
Lingkungan/Izin
Lingkungan;

b. Jika pengelolaan
lingkungan terutama
aspek pengendalian
pencemaran air,
pengendalian
pencemaran udara, dan
Pengelolaan LB3
memiliki dasar
ketentuan dalam
AMDAL/UKL-UPL/ RKL-

1.Tidak melaksanakan
ketentuan dalam dokumen
lingkungan/izin
lingkungan:

a. Luasan area dan/atau
kapasitas produksi
tidak sesuai Dokumen
Lingkungan/izin
lingkungan;

b. Jika Pengelolaan
lingkungan terutama
aspek pengendalian
pencemaran air,
pengendalian
pencemaran udara, dan
Pengelolaan LB3 tidak
memiliki dasar
ketentuan dalam
AMDAL/ UKL-
UPL/RKL-RPL/Laporan

1.Tidak memiliki
Dokumen/izin
lingkungan;

2.Menyampaikan data
palsu.
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RPL/Laporan
pelaksanaan UKL- UPL;

3. Melaporkan pelaksanaan
dokumen lingkungan/izin
lingkungan (terutama aspek
pengendalian pencemaran
air, pengendalian
pencemaran udara, dan
Pengelolaan LB3).

pelaksanaan UKL-UPL;

2.Tidak melaporkan
pelaksanaan dokumen
lingkungan/izin lingkungan
(terutama aspek
pengendalian pencemaran
air, pengendalian
pencemaran udara, dan
Pengelolaan LB3).
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II. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Tabel 4.2 Kriteria Penilaian Penegndalian Pencemaran Air

No ASPEK PERINGKAT
BIRU MERAH HITAM

1. Ketaatan
Terhadap Izin

1. Mempunyai izin pembuangan
air limbah ke badan
air/laut/aplikasi pada lahan;

2. Memiliki Izin Pembuangan air
limbah domestik;

3. Izin dalam proses akhir akhir
(persyaratan izin sudah
lengkap).

1. Tidak mempunyai izin
pembuangan air limbah ke
badan air/laut/aplikasi pada
lahan (land application);

2. Tidak Memiliki Izin
Pembuangan air limbah
domestik;

2. Ketaatan
Terhadap Titik
Penaatan

Memantau seluruh titik
penaatan dan/atau air buangan
yang harus dikelola sesuai
dengan peraturan, termasuk air
limbah domestik.

Terdapat saluran pembuangan air
limbah yang menuju ke
lingkungan yang tidak dipantau.

-

3. Ketaatan
Terhadap
Parameter

1. Memantau 70% parameter
yang diwajibkan dalam:

a. izin pembuangan air
limbah; &

b. baku mutu nas. atau
provinsi (khusus bagi
izin yang tdk
mencantumkan

1. Memantau < 70% parameter
yang diwajibkan dalam:

a. izin pembuangan air limbah;
dan

b. baku mutu nas. atau
provinsi (khusus bagi izin
yang tdk mencantum-kan
parameter dlm SK Izin);

-
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No ASPEK PERINGKAT
BIRU MERAH HITAM

parameter dlm SK Izin);

2. ≥70% parameter dipantau
khusus untuk industri sawit
yang menerapkan aplikasi
lahan (pH dan BOD harus
terpantau);

3. Melakukan pengukuran
parameter pH, TSS, COD &
debit harian bagi
perusahaan yang
mempunyai kewajiban
pengukuran harian;

4. Menghitung beban
pencemaran aktual dan
Beban Pencemaran per
satuan produksi.

2. <70% parameter dipantau
khusus untuk industri sawit
yang menerapkan aplikasi
lahan (pH dan BOD harus
terpantau);

3. Tidak melakukan pengukuran
parameter pH, TSS, COD dan
debit harian bagi perusahaan
yang mempunyai kewajiban
pengukuran harian;

4. Tidak menghitung beban
pencemaran aktual & Beban
Pencemaran per satuan
produksi.

4. Ketaatan
Terhadap jumlah
data parameter
yang dilaporkan.

1. ≥70% data dilaporkan secara
lengkap sesuai dengan
persyaratan.

2. ≥ 70% data pemantauan
rata-rata harian dalam 1
bulan tersedia dari seluruh
data pemantauan dalam 1
tahun.

1. Melaporkan data sesuai
dengan yang dipersyaratkan <
70%

2. Tersedia data pH harian
dan/atau debit harian
dan/atau TSS harian
dan/atau COD harian, setiap
bulan tersedia data < 70% dari
seluruh data pemantauan

Tidak pernah
melaporkan/
melaporkan data
palsu
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No ASPEK PERINGKAT
BIRU MERAH HITAM

3. Tersedianya data hasil
perhitungan Beban
Pencemaran aktual dan
beban Pencemaran per
satuan produk;

rata-rata harian dalam satu
bulan sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan.

3. Tidak tersedianya data hasil
perhitungan Beban
Pencemaran aktual dan beban
Pencemaran per satuan
produk

5. Ketaatan
Terhadap Baku
Mutu

1. Data swapantau

1)≥70% data pemantauan
parameter bulanan
memenuhi baku mutu;

2)≥70% data pemantauan
parameter harian
memenuhi baku mutu;

3)≥70% memenuhi ketaatan
beban pencemaran;

2. 70% data pemantauan
Tim PROPERDA memenuhi baku
mutu.

1. Data swapantau

1) <70% data pemantauan
parameter bulanan
memenuhi baku mutu;

2) <70% data pemantauan
parameter harian memenuhi
baku mutu;

3) <70% memenuhi ketaatan
beban pencemaran;

2. <70% data pemantauan Tim
PROPERDA memenuhi baku
mutu.

6. Ketaatan
Terhadap
Ketentuan Teknis

1. Memenuhi Persyaratan
Teknis PPA :
a. Menggunakan jasa

1. Tidak memenuhi salah satu
persyaratan teknis PPA;

a.Melakukan
pembuangan air
limbah ke
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No ASPEK PERINGKAT
BIRU MERAH HITAM

Laboratorium yang
terakreditasi/ditunjuk
Gubernur;

b.Memisahkan saluran air
limbah dengan limpasan
air hujan;

c. Membuat saluran air
limbah yang kedap air;

d.Memasang alat pengukur
debit (flowmeter);

e. Tidak melakukan
pengenceran;

f. Tidak melakukan by pass;
g. Memenuhi seluruh

ketentuan yang
dipersyaratkan dalam
sanksi administrasi.

2. Bagi Industri sawit yang
memanfaatkan air limbah
untuk aplikasi lahan (LA),
telah memenuhi persyaratan
LA sesuai dengan izin.

3. Bagi industri air minum
dalam kemasan (AMDK)
memenuhi persyaratan
teknis untuk industri AMDK.

2. Tidak memenuhi salah satu
persyaratan teknis untuk
industri sawit yang
menerapkan aplikasi lahan;

3. Tidak memenuhi salah satu
persyaratan teknis untuk
Industri AMDK yang
memanfaatkan air
permukaan/air tanah.

lingkungan tanpa
pengolahan (by
pass)

b.Melakukan
Pembuangan air
limbah bukan
pada lokasi yang
dicantumkan
dalam SK Izin
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III. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Tabel 4.3 Kriteria Pengendalian Pencemaran Udara

No ASPEK PERINGKAT
BIRU MERAH HITAM

1. Ketaatan Terhadap
Sumber Emisi

Memantau ≥70% cerobong emisi Memantau < 70% cerobong
emisi

2. Ketaatan Terhadap
Parameter

Memantau ≥ 70% parameter
sesuai peraturan

Memantau <70% parameter
sesuai peraturan

3 Ketaatan Terhadap
Pelaporan

1) Melaporkan pengukuran
dengan terus menerus/
kontinyu (CEMS):
a. Pemantauan CEMS, setiap

3 bulan tersedia data
paling sedikit 95% dari
seluruh data pemantauan
rata-rata harian (100%)

b. Data CEMs rata-rata
harian dianggap valid
apabila dalam sehari
minimal tersedia 18 jam
pengukuran, (data
pemantauan dilampirkan).

2) Melaporkan pengukuran
secara manual paling sedikit
dilakukan 1 (satu) kali dalam

1) Melaporkan pengukuran
dengan terus menerus /
kontinyu (CEMS):

2) Pemantauan CEMS, setiap 3
bulan tersedia data paling <
95% dari seluruh data
pemantauan rata-rata
harian (100%)

3) Melaporkan pengukuran
secara manual kurang dari 1
(satu) kali dalam 6 (enam)
bulan;

4) Melaporkan < 70%
parameter sesuai dalam izin
pemanfaatan dan/atau
pengolahan.

Melaporkan data
palsu dan
menyebabkan
pencemaran
lingkungan
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No ASPEK PERINGKAT
BIRU MERAH HITAM

6 (enam) bulan, kecuali
proses pembakaran dengan:
a. kapasitas desain < 570 KW

pemantauan dilakukan
paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 3 (tiga) tahun;

b. kapasitas desain 570 KW <
n < 3 MW pemantauan
dilakukan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu)
tahun;

c. kapasitas desain > 3 MW
pemantauan dilakukan
paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan;

d. Pelaporan unit Ketel uap
yang beroperasi < 6 bulan
pengujian paling sedikit 1
kali dalam 1 tahun.

3) Melaporkan ≥ 70% parameter
sesuai dalam izin
pemanfaatan dan/atau
pengolahan.
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No ASPEK PERINGKAT
BIRU MERAH HITAM

4. Ketaatan Terhadap
Baku Mutu

a. Melaporkan data secara
periodik hasil pemantauan
CEMS memenuhi ≥ 95%
ketaatan dari data rata-rata
harian yang dilaporkan dalam
kurun waktu 3 bulan waktu
operasi

b. Pemantauan manual
memenuhi baku mutu ≥ 70%
tiap sumber emisi

c. Memenuhi BM beban emisi
sesuai peraturan

d. Melaporkan perhitungan
beban emisi udara

a. Melaporkan data secara
periodik hasil pemantauan
CEMS memenuhi ≤ 95%
ketaatan dari data rata-rata
harian yang dilaporkan
dalam kurun waktu 3 bulan
waktu operasi;

b. Pemantauan manual
memenuhi baku mutu <70%
tiap sumber emisi;

c. Memenuhi BM beban emisi
sesuai peraturan;

d. Tidak melaporkan
perhitungan beban emisi
udara.

5. Ketaatan Terhadap
Ketentuan Teknis

1. Menaati semua persyaratan
teknis cerobong

2. Bagi industri yang wajib
memasang CEMS, peralatan
CEMS beroperasi normal

3. Semua sumber emisi non
fugitive emisi harus dibuang
melalui cerobong.

1. Tidak menaati semua
persyaratan teknis
cerobong

2. Tidak memasang CEMS
bagi industri yang wajib
memasang CEMS

Membuang emisi gas
buang tidak melalui
cerobong dan
menyebabkan
terjadinya
pencemaran
lingkungan
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No ASPEK PERINGKAT
BIRU MERAH HITAM

4. Menggunakan jasa
laboratorium yang
terakreditasi atau yang
ditunjuk oleh gubernur

5. Memenuhi sanksi
administrasi sampai batas
waktu yang ditentukan

6. Jika CEMS rusak wajib
melaksanakan pemantauan
manual setiap 3 bulan sekali
selama 1 tahun periode
penilaian
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IV. KRITERIA PENGELOLAAN LIMBAH B3

Tabel 4.4 Kriteria Pengelolaan Limbah B3

No ASPEK PERINGKAT
BIRU MERAH HITAM

1. Perizinan a. Memiliki izin yang
dipersyaratkan dan masih
berlaku;

b. Telah mengajukan izin
dan/atau perpanjangan
izin dan telah sesuai
dengan ketentuan serta
melengkapi persyaratan
teknis;

a. Tidak memiliki izin atau masa
berlaku izin telah habis tetapi
tidak mengajukan
perpanjangan

b. Telah mengajukan izin
dan/atau perpanjangan izin,
namun belum menyelesaikan
persyaratan teknis.

2. Kriteria
Identifikasi,
Pencatatan &
Pendataan

Seluruh Limbah B3 yang
dihasilkan dan atau potensial
dihasilkan teridentifikasi,
terkodifikasi dan terdata
pengelolaannya.

a. Tidak mengidentifikasi dan
mengkodifikasi seluruh
Limbah B3 yang dihasilkan;

b. Tidak melakukan pencatatan
dan pendataan seluruh jenis
LB3 yang dihasilkan dan
dikelola secara berkala.

3. Pelaporan a. Melakukan pelaporan
khusus pengelolaan
Limbah B3

b. Frekuensi pelaporan
sesuai dengan ketentuan
dalam izin atau peraturan
(paling sedikit 1 kali dalam
3 bulan).

a. Tidak melakukan pelaporan
khusus pengelolaan Limbah
B3

b. Frekuensi pelaporan tidak
sesuai dengan ketentuan izin
atau peraturan (paling sedikit
1 kali dalam 3 bulan)

c. Tidak mmenyampaikan
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No ASPEK PERINGKAT
BIRU MERAH HITAM

c. Menyampaikan pelaporan
kepada KLHK, Dinas
Lingkungan Hidup
Provinsi dan Dinas
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota.

pelaporan kepada KLHK,
Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi dan Dinas
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota.

4. Pemenuhan
Ketentuan Izin

Memenuhi > 70% dari
ketentuan dan persyaratan
izin

Memenuhi < 70% dari
ketentuan dan persyaratan izin

Ditemukan fakta
pencemaran lingkungan
dan/atau ditemukan
gangguan kesehatan
manusia akibat Limbah
B3.

4B Emisi Dari
Kegiatan
Pengolahan
dan/atau
Pemanfaatan
Limbah B3

a. Mengukur seluruh
parameter yang
dipersyaratkan dalam
izin.

b. Seluruh parameter
memenuhi baku mutu
emisi yang
dipersyaratkan dalam
izin.

c. Frekuensi pengukuran
sesuai dengan ketentuan
izin/peraturan
perundang-undangan.

a. Tidak mengukur seluruh
parameter yang
dipersyaratkan dalam
izin/peraturan yang berlaku
dalam ranah pengelolaan
Limbah B3;

b. Terdapat parameter yang
tidak menaati Baku Mutu
Emisi yang dipersyaratkan
dalam izin;

c. Frekuensi pengukuran tidak
sesuai dengan ketentuan
dalam izin;

d. Tidak pernah melakukan
pengukuran emisi selama

Pada saat pemantauan
ditemukan fakta
pencemaran lingkungan
dan/atau ditemukan
gangguan kesehatan
manusia akibat emisi dari
fasilitas pengolahan
Limbah B3.
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No ASPEK PERINGKAT
BIRU MERAH HITAM

periode penilaian PROPER
dan belum mendapat sanksi
administrasi.

4C Efluen Dari
Kegiatan
Penimbunan
dan/atau
Kegiatan
Pengelolaan
Limbah B3
Lainnya
Termasuk
Sumur Pantau

a. Mengukur seluruh
parameter yang
dipersyaratkan dalam izin.

b. Seluruh parameter
memenuhi baku mutu air
limbah dan/atau Baku
Mutu air sumur pantau.

c. Frekuensi pengukuran
sesuai dengan ketentuan
izin atau peraturan yang
berlaku.

a. Tidak mengukur seluruh
parameter yang
dipersyaratkan dalam izin
atau peraturan dan
ketentuan yang berlaku dalam
ranah pengelolaan Limbah
B3;

b. Terdapat parameter yang
tidak menaati BMAL dan/atau
Baku Mutu air sumur pantau
yang dipersyaratkan dalam
izin;

c. Frekuensi pengukuran tidak
sesuai ketentuan dalam izin.

1) Tidak memenuhi
ketentuan dan
persyaratan izin dengan
ditemukan fakta
pencemaran lingkungan
dan/atau gangguan
kesehatan manusia
pada saat dilakukan
pemantauan;

2) Melakukan by-pass.

4D Standar Mutu
Produk
dan/atau
Kualitas
Limbah B3
Untuk
Pemanfaatan:
Batako,
Kompos Dan

a. Seluruh persyaratan
standar mutu dan/ atau
kualitas Limbah B3
memenuhi ketentuan izin;

b. Frekuensi pengukuran
sesuai dengan ketentuan
izin/peraturan yang
berlaku;

c. Melakukan pemanfaatan

a. Tidak memenuhi salah satu
persyaratan standar mutu;

b. Frekuensi pengukuran tidak
sesuai dengan ketentuan izin
atau peraturan perundang-
undangan;

c. Melakukan pemanfaatan
Limbah B3 produk samping
dan dalam proses pengajuan

a. Tidak memenuhi
ketentuan dan
persyaratan izin dan
ditemukan fakta
pencemaran/kontamina
si lingkungan dan/atau
gangguan kesehatan
manusia pada saat
dilakukan pemantauan;
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Lain-Lain Limbah B3 sebagai produk
samping dan sudah ada
penetapan dari Menteri
sebagai produk sehingga
tidak diperlukan izin.

penetapan dari Menteri
(penetapan Limbah B3 produk
smping belum diterbitkan).

b. Melakukan pemanfaatan
Limbah B3 produk
samping dan tidak
mengajukan proses
pengajuan penetapan
dari Menteri sebagai
produk samping.

5 Struktur dan
Tanggung
Jawab

Memiliki divisi khusus
bidang lingkungan

Tidak memiliki divisi khusus
bidang lingkungan

6 Kriteria Open
Dumping,
Open Burning,
Pengelolaan
Tumpahan
dan
Penanganan
Media
Terkontamina
si Limbah B3

a. Memiliki rencana
pengelolaan penanganan
tanah terkontaminasi dan
tumpahan (spill) sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan;

b. Pelaksanaan clean up dan
pemulihan lahan
terkontaminasi Limbah B3
sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan; .

c. Jumlah atau volume
tumpahan (spill) tercatat
dengan baik berdasarkan
kajian;

d. Tidak melakukan open
burning.

a. Ditemukan open dumping
Limbah B3 pada saat
pemantauan;

b. Memiliki rencana pengelolaan
penanganan tanah
terkontaminasi dan tumpahan
(spill) namun tidak sesuai
dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-
undangan;

c. Pelaksanaan clean up
dan/atau pemulihan lahan
terkontaminasi Limbah B3
dan penanganan
tumpahan/spill tidak sesuai
dengan rencana yang telah
ditetapkan;

Tidak memiliki rencana
dan tidak melakukan
clean up atas open
dumping Limbah B3,
tumpahan dan/atau
kontaminasi lahan
dan/atau melakukan
open burning
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d. Jumlah/volume tanah
terkontaminasi tidak tercatat
dengan baik berdasarkan
kajian;

e. Tidak melakukan seluruh
kewajiban dalam SSPLT;

f. Ditemukan indikasi
melakukan open burning
Limbah B3 dan telah
menghentikan kegiatan open
burning pada periode
penilaian.

7 Kriteria
Jumlah
Limbah B3
Yang Dikelola
Sesuai Dengan
Peraturan (%)

a. Jenis dan jumlah Limbah
B3 telah 100% dilakukan
pengelolaan sesuai
ketentuan;

b. Neraca Limbah B3 sesuai
dengan periode penilaian.

a. Jenis dan jumlah Limbah B3
<100% (kurang dari 100%)
dilakukan pengelolaan sesuai
ketentuan;

b. Neraca Limbah B3 tidak
sesuai dengan periode
penilaian.

Terdapat Limbah B3 yang
tidak dikelola dan
ditemukan fakta adanya
pencemaran lingkungan
dan/atau gangguan
kesehatan manusia pada
saat dilakukan
pemantauan.

8A Kriteria
pengelolaan
Limbah B3
oleh pihak - 3
(pengumpul)

Pengelolaan Limbah B3 oleh
Pihak Penghasil kepada
Pengumpul Limbah B3:
a. Menyerahkan Limbah B3

kepada pihak ketiga
berizin;

b. Telah mengajukan

Pengelolaan Limbah B3 oleh
Pihak Penghasil kepada
Pengumpul Limbah B3:
a. Izin pengumpulan habis

dalam masa kontrak
kerjasamanya

b. Tidak sesuai dengan lingkup

Pengelolaan Limbah B3
oleh Pihak Penghasil
kepada Pengumpul
Limbah B3 :
Perusahaan menyerahkan
Limbah B3 kepada
Pengumpul yang tidak
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perpanjangan izin dan
telah sesuai dengan
ketentuan izin
sebelumnya;

c. Sesuai dengan lingkup
izin yang dimiliki oleh
pengumpul;

d. Ada kontrak kerjasama
antara penghasil dengan
pengumpul

e. Ada kontrak kerjasama
pengumpul dengan
pemanfaat/ pengolah/
penimbun;

f. Penghasil Limbah B3
memiliki salinan kontrak
kerjasama antara
pengumpul dengan
pengelola akhir jenis
Limbah B3 yang
dihasilkan (pemanfaat/
pengolah/penimbun);

g. Tidak dalam masalah
pencemaran lingkungan.

izin yang dimiliki oleh
pengumpul

c. Penghasil tidak memiliki
kontrak kerjasama dengan
pengumpul;

d. Pengumpul tidak memiliki
kontrak kerjasama dengan
pemanfaat/pengolah/penim
bun;

e. Penghasil Limbah B3 tidak
memiliki salinan kontrak
kerjasama antara
pengumpul dengan pengelola
akhir jenis Limbah B3
bersangkutan yang
dihasilkan (pemanfaat/
pengolah/ penimbun);

f. Dalam masalah pencemaran
lingkungan.

memiliki izin.
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8B Kriteria
pengelolaan
Limbah B3
oleh pihak - 3
(Pengolah,
Pemanfaat &
Penimbun)

Pengelolaan Limbah B3 dari
Penghasil kepada Pengolah,
Pemanfaat dan Penimbun:
a. Menyerahkan Limbah B3

kepada
pengolah/pemanfaat/pen
imbun berizin;

b. Telah mengajukan
perpanjangan izin dan
telah sesuai dengan
ketentuan izin
sebelumnya;

c. Sesuai dengan lingkup
izin yang dimiliki oleh
pengolah/pemanfaat/
penimbun;

d. Memiliki kontrak
kerjasama dengan
pengolah, pemanfaat
dan/atau penimbun;

e. Tidak dalam masalah
pencemaran lingkungan
dalam periode penilaian.

Pengelolaan Limbah B3 dari
Penghasil kepada Pengolah,
Pemanfaat dan Penimbun:
a.Izin pengolah/pemanfaat/
penimbun habis dalam masa
kontrak kerjasama;

b.Tidak sesuai dengan lingkup
izin yang dimiliki oleh
pengolah/pemanfaat/
penimbun;

c.Tidak memiliki kontrak
kerjasama dengan
pengolah/pemanfaat/
penimbun;

d.Dalam masalah pencemaran
lingkungan.

Perusahaan menyerahkan
Limbah B3 ke pengolah/
pemanfaat/penimbun
yang tidak memiliki izin
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8C Kriteria
Pengelolaan
Limbah B3
Oleh Pihak - 3
(Pengangkutan)

Pengelolaan Limbah B3 dari
Penghasil kepada Jasa
Pengangkutan Limbah B3:
a. Memiliki izin

Kementerian
Perhubungan dan
rekomendasi KLHK;

b. Memiliki izin usaha
perusahaan berbadan
hukum (PT., Koperasi,
Yayasan) ;

c. Jenis limbah yang
diangkut sesuai dengan
rekomendasi dan izin;

d. Alat angkut yang
digunakan sesuai dengan
rekomendasi dan izin;

e. Setiap alat angkut telah
memiliki GPS Tracking
dan telah terdaftar di
festronik;

f. Wilayah pengangkutan
sesuai dengan
rekomendasi dan izin.

Pihak ke-3 jasa pengangkutan
Limbah B3 yang ditunjuk:
a. Pengelolaan Limbah B3 dari

Penghasil kepada Jasa
Pengangkutan Limbah B3:

b. Izin pengangkutan habis
masa berlaku, namun telah
mengajukan perpanjangan
izin;

c. Pengangkut tidak memiliki
rekomendasi pengangkutan
Limbah B3 dari KLHK;

d. Jenis Limbah B3 yang
diangkut tidak sesuai
dengan rekomendasi dan
izin;

e. Alat angkut yang digunakan
tidak sesuai dengan
rekomendasi dan izin;

f. Terdapat alat angkut yang
belum memiliki GPS
Tracking dan belum terdaftar
di festronik;

g. Wilayah pengangkutan tidak

Jasa Pengangkutan
Limbah B3 tidak memiliki
rekomendasi
pengangkutan Limbah B3
dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dan izin
Kementerian
Perhubungan
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sesuai dengan rekomendasi
dan izin.

8D Kriteria
pengelolaan
Limbah B3
oleh pihak
ketiga
(dokumen
Limbah B3
manifes)

Manifes Limbah B3 dan cara
pengisian sesuai dengan
ketentuan Kep. Ka. Bapedal
Nomor: Kep-02/Bapedal/
09/1995

a. Penggunaan dan pengisian
dokumen Limbah B3
(manifes) tidak sesuai
dengan ketentuan dalam
Kep. Ka. Bapedal No.: Kep-
02/Bapedal/09/ 1995;

b. Tujuan akhir pengelolaan
Limbah B3 tidak dapat
dipertanggungjawabkan.

Menggunakan manifes
palsu dan/atau
memalsukan informasi
dalam manifest.

9 Kriteria
Dumping &
Pengelolaan
Limbah B3
Dengan Cara
Tertentu

a. Memiliki izin dumping atau
injeksi

b. Seluruh persyaratan
kewajiban dan larangan
dalam izin dipenuhi

a. Telah mengajukan izin,
namun belum menyelesaikan
persyaratan teknis dan
ditemukan penyimpangan
dalam pelaksanaannya

b. Memiliki izin, namun
persyaratan kewajiban dan
larangan dalam izin tidak
dipenuhi/melanggar salah
satu/sebagian dan/atau
seluruh ketentuaan dalam
izin

Melakukan dumping atau
injeksi tanpa izin.
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V. KRITERIA PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN

Tabel 4.5 Kriteria Pengendalian Kerusakan Lahan

NO KRITERIA BIRU MERAH HITAM
1 Kriteria aspek

pengendalian
kerusakan
Lahan
pertambangan

Semua tahapan/lokasi
tambang atau 100% dengan
Nilai Total dari Penilaian
Kriteria Potensi kerusakan
lahan pertambangan adalah
lebih besar atau sama dengan
70 (Tidak Potensi Rusak)

Tidak semua tahapan/
lokasi tambang dengan Nilai
Total dari Penilaian Kriteria
Potensi kerusakan lahan
pertambangan adalah lebih
besar atau sama dengan 70
(Tidak Potensi Rusak)
kurang dari 50% dari semua
tahapan/lokasi tambang
mendapatkan Nilai Total
lebih kecil 50 (Potensi Rusak
Ringan)

lebih dari 50% dari semua
tahapan/lokasi tambang
mendapatkan Nilai Total
lebih kecil 50 (Potensi
Rusak Berat)
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Tabel 4.6 Aspek Penilaian Pengendalian Kerusakan Lahan

ASPEK KRITERIA Pengendalian Kerusakan
Lahan Parameter Standar Evaluasi Nilai

Aspek
Manajemen

K1. Perencanaan Menyediakan peta rencana
dengan skala > 1:2000 yang
mendapat persetujuan dari
manajemen terkait

Peta rencana Skala ≥ 1 : 2000 10
Skala < 1 : 2000 5
Tidak tersedia peta 0

Persetujuan Ada 6
Tidak Ada 0

Konsisten dengann rencana
yang sudah ditetapkan

Kemajuan luasan Sesuai Rencana 2
Tidak Sesuai
Rencana

0

Jadwal Sesuai Rencana 2
Tidak Sesuai
Rencana

0

K2.
Kesinambungan
Tahapan

Tidak meninggalkan lahan
terbuka terlalu lama

Aktivitas Ada
aktivitas/Kontinu

10

Tidak ada aktvitas 3
bulan s/d 1 tahun

5

Tidak ada aktvitas >
1 tahun

0

Aspek
Teknis

K3. Stabilitas
Geoteknik

Mengatur ketinggian dan
kemiringan lereng/jenjang agar
stabil.

Potensi longsor Besar 0

Acuan adalah kestabilan lereng
dalam kajian feasibility study.

Sedang 5
Kecil 10
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ASPEK KRITERIA Pengendalian Kerusakan
Lahan Parameter Standar Evaluasi Nilai

K4. Potensi
Pencemaran
(AAT)

Mengidentifikasi potensi
pembentukan aat setiap jenis
batuan dan penyusunan
strategi pengelolaan batuan
penutup

Upaya penanganan
batuan yang
berpotensi
pencemar

Ada 10
Tidak ada 0

K5. Erosi Membuat dan memelihara
sarana pengendali erosi

Upaya Pengendalian
erosi

Ada 10
Tidak 0

Kondisi sarana
pengendali erosi

Memadai 8
Tidak Memadai 0

Indikasi terjadi
erosi

Ada 0
Tidak 7

Membuat sistem penyaluran
(drainage) yang baik supaya
kualitas air limbah memenuhi
baku mutu

Sistem drainasi Menuju sistem
pengendali kualitas
air

10

Tidak ada 0
K6. kebencanaan Memilih daerah timbunan

dengan resiko kebencanaan
paling kecil.

Ada potensi
kebencanaan

Ya 0
Tidak 15
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VI. KRITERIA PENGELOLAAN SAMPAH

Tabel 4.7 Kriteria Penilaian Pengelolaan Sampah

NO PENGELOLAAN
SAMPAH BIRU MERAH HITAM KETERANGAN

1 Pengelolaan
sampah di area

 Sampah ruang tunggu/
koridor sangat bersih;

 Tempat sampah di
ruang tunggu, koridor
terawat dan jumlah
mencukupi;

 Sampah ruang
tunggu/ koridor
bereserakan pada
tempat tertentu

 Ada tempat sampah
di ruang tunggu,
koridor namun tidak
terawat terawat dan
jumlah tidak
mencukupi

2 Tempat
Penyimpanan
Sampah
Sementara
(TPS)

 Ada bangunan
fisik/container tertutup,
terawat;

 Tidak ada sampah di
sekitar TPS.

 Ada bangunan
fisik/container,
pasangan bata
terbuka, tidak
terawat;

 Sampah ada di
sekitar TPS.

Yang dimaksud dengan
bangunan fisik terawat:
- Bangunan pasangan
batubata utuh, dicat
dan tidak berlumut;
atau

- Fisik kontainer utuh, di
cat, tidak berkarat dan
tidak berlubang

3 Pemilahan
Sampah

 Ada 3 jenis sarana
pemilahan dan terawat

 Dipilah pada + 75%
atau seluruh tiga jenis
sarana pemilahan

 Ada 2 jenis
pemilahan dan
terawat atau ada 3
sarana pemilahan
dan tidak terawat

Yang dimaksud dengan
sarana pemilahan
sampah terawat adalah
fisik sarana pemilahan
utuh, tertutup, di cat
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NO PENGELOLAAN
SAMPAH BIRU MERAH HITAM KETERANGAN

 Dipilah pada sekitar
25 sd 74% di seluruh
lokasi atau sarana
pemilahan sampah
dalam keadaan
kosong

atau bewarna, diberi
keterangan jenis sampah
dan tidak berlubang

4 Pengolahan
Sampah

 Ada bangunan khusus
pengolahan sampah;

 Ada proses secara
kontiniu, pencatatan
dan produk;

 Taman Hias, Taman
Obat Keluarga (TOGA),
dan Kampung organik.

 Tidak ada bangunan
khusus pengolahan
sampah

 Belum kontiniu, tidak
ada pencatatan dan
ada produk tapi tidak
dimanfaatkan

 Terdapat sampah
yang dibakar di
ruangan
terbuka/open
burning.

Yang dimaksud dengan
fasilitas pengolahan
sampah meliputi
pemilhan, pengomposan,
bank sampah atau daur
ulang
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VII. KRITERIA PPEMANFAATAN AIR TANAH

Tabel 4.7 Kriteria Pemanfaatan Air Tanah

NO PENGELOLAAN
SAMPAH BIRU MERAH HITAM KET

1 Perizinan Memiliki izin pemanfaatan air
tanah

Tidak memiliki izin -

2 Ketentuan Teknis Memenuhi ketentuan teknis dan
kewajiban di dalam izin
pemanfatan air tanah ≥ 70%

Memenuhi ketentuan teknis
dan kewajiban di dalam izin
pemanfatan air tanah ≥ 70%

-
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4.2 Kriteria Penilaian Lebih Dari Persyaratan

Kriteria penilaian untuk penilaian upaya pengelolaan lingkungan

objek usaha dan/atau kegiatan yang melebihi standar ketaatan yang

diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan

dalam izin yang dimiliki (beyond complience) akan diberikan peringkat

HIJAU atau EMAS. Adapun komponen penilaian dan aspek penilaian

penentuan peringkat Hijau dan Emas dimaksud adalah berdasarkan

kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan;

2. Sistem managemen lingkungan;

3. Pemanfaatan sumber daya:

a. Efisiensi energi;

b. Efisiensi air;

c. Penurunan dan pemanfaatan Limbah B3;

d. 3R sampah;

e. Keanekaragaman hayati.

4. Pengembangan masyarakat.

Tahapan yang dilakukan dalam penilaian beyond complience meliputi:

1. Penapisan calon kandidat hijau dan emas;

2. Penilaian kandidat hijau;

3. Penetapan peringkat akhir

Adapun kriteria objek yang dapat diusulkan sebagai kandidat peraih

peringkat hijau adalah sebagai berikut:

a. Ketaatan perusahaan (100%);

b. Melaksanakantata graha (house keeping) dengan baik;

c. Tidak terdapat temuan yang signifikan;

d. Kemudahan akses data;

e. Pada saat periode penilaian PROPERDA perusahaan tidak sedang

dalam proses penyelesaian sanksi lingkungan;

f. Menunjukan data perhitungan beban pencemaran air;
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g. Menunjukan data perhitungan beban emisi udara bagi industri

yang diwajibkan dalam peraturan.

Penapisan kandidat hijau ditetapkan berdasarkan kepada nilai

Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL).

Kandidat hijau adalah kandidat yang mempunyai nilai DRKPL

lebihbesar dari nilai rata-rata DRKPL calon kandidat hijau (Nilai

DRKPL > Nilai rata-rata DRKPL calon kandidat hijau). Apabila nilai

DRKPL calon kandidat hijau lebih kecil atau sama dengan dari nilai

DRKPL rata-rata maka penanggung jawab usaha/kegiatan

dinyatakan gugur sebagai kandidat hijau sehingga tidak dinilai dalam

mekanisme penilaian hijau dan emas.

DRKPL usaha dan/atau kegiatan yang dinilai yang berupa makalah

yang paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar halaman yang berisi

deskripsi secara ringkas dan jelas tentang keunggulan-keunggulan

lingkungan yang ingin ditonjolkan oleh usaha dan/atau kegiatan

yang dinilai berdasarkan formulir isian dan bukti relevan tentang

sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber daya, dan

program pemberdayaan masyarakat.

Jika dokumen ringkasan kinerja pengelolaan usaha dan/atau

kegiatan yang dinilai lebih dari 25 (dua puluh lima) halaman, maka

dikurangi sebanyak 50 (lima puluh) poin dari total nilai.

Secara ringkas komonen penilaian kandidat Hijau dan Emas dapat

dilihat pada Tabel di bawah ini.

No. Komponen Penilaian Nilai

1 Dokumen Ringkasan Pengelolaan Lingkungan 150

2 Sistem Manajemen Lingkungan 100

3 Pemanfaatan sumber daya

a. Efesiensi Energi 100
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b. Penurunan emisi dan Gas rumah kaca 100

c. Efesiensi Air 100

d. Penurunandan Pemanfaatan Limbah B3 100

e. 3R Sampah 100

f. Keanekaramagaman Hayati 100

4 Pengembangan Masyarakat

a. Tingkat Penilaian Hijau 100

b. Tingkat Penilaian Emas Kualitatif

Jika nilai total suatu usaha dan/atau kegiatan berada sama atau

dibawah 25% (dua puluh lima per seratus) persentil dari distribusi

nilai total per sektor, maka peringkat usaha dan/atau kegiatan

tersebut kembali kepada peringkat biru. Jika nilai total suatu usaha

dan/atau kegiatan berada dalam interval> 25% (lebih besar dari dua

puluh lima per seratus) persentil sampai dengan< 75 % (kurang dari

atau sama dengan tujuh puluh lima perseratus) persentil dari

distribusi nilai total per sektor, maka peringkat usaha dan/atau

kegiatan tersebut memperoleh peringkat hijau, dan jika nilai total

suatu usaha dan/atau kegiatan> 75% (lebih besar tujuh puluh lima

per seratus) persentil dari distribusi nilai total persektor, maka

peringkat usaha dan/atau kegiatan tersebut diusulkan menjadi

kandidat emas.

Usaha dan/atau kegiatan yang selama 2 (dua) tahun berturut-turut

memperoleh peringkat hijau dan pada tahun ketiga telah melewati

proses penilaian hijau dan emas, serta ditetapkan sebagai kandidat

emas. Apabila diperlukan kandidat emas dapat diminta untuk

melaksanakan presentasi, dan Tim Teknis PROPERDA dapat

melaksanakan verifikasi lapangan bila diperlukan. Tim Teknis dan

Dewan Pertimbangan PROPERDA melakukan penilaian kandidat

emas dengan menggunakan kriteria penilaian program

pengembangan masyarakat.
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BAB III
RENCANA PEMBIAYAAN

3.1 Pembiayan Kegiatan
Dana yang dibutuhkan dalam kegiatan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan Daerah (PROPERDA)

Tahun 2019 adalah sebesar Rp 72.669.000,- (Seratus tiga

puluh juta rupiah) dengan perincian biaya sebagai berikut :

Belanja Bahan Pakai Habis 9.425.500

Belanja Jasa Kantor 8.670.000

Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.233.500

Biaya Makanan dan Minuman 7.540.000

Belanja Perjalanan Dinas 44,800,000

Jumlah : Rp 72.669.000

3.2 Sumber Pembiayaan

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan,

dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar Tahun 2019 pada

kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan

Usaha/Kegiatan Daerah (PROPERDA).
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BAB IV
PRODUK DAN LAPORAN

4.1 Jenis Laporan

Output kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan

Usaha/Kegiatan Daerah (PROPERDA) adalah berupa laporan

hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2019, laporan tersebut

mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Perjalanan Dinas;

2. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan.

4.2 Jumlah Laporan

1. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas berjumlah 3 (tiga)

rangkap untuk masing-masing laporan yang diserahkan

untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

pertanggungjawaban keuangan, dan pertinggal.

2. Laporan akhir kegiatan berjumlah 5 (lima) rangkap buku

laporan.

4.3 Frekuansi Laporan

a. Laporan akhir kegiatan dilakukan satu kali setahun

b. Laporan perjalanan dinas dilakukan pada setiap

pelaksanaan kegiatan.
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